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Belum dimungkinkan untuk membentuk organisasi baru,
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Unit KPHK Non TN akan ditempatkar di:

! Bidang Wilayah | Seksi Wilayah unfuk
Balai Besar KSDA; ‘
b) Seksl Wilayah unluk Balal KSDA:

sfeema otvelftbun

organisasi
phk

Kepala Unil Teknis KSDA dapat menugaskan
Kepala Bidang Wilayah / Kepala Saksi Wilayah /
pejabat non struktural yang wilayah kerjanya
berdekatan dengan KPHK sebagal Kepala KPHK |

Bentuk dan struktur organisasi KPHK paca Balai Besar/Balal Konservasi
Sumberdaya Alam menglkuli organisasi dan tata kerja sebagalmana diatur
dalam Peraturan Menteri LHK Nomor P.08!Menlhk/Setjen/OTL.0/M/2016

tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT KSDA.
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Kepala Bidang KSDA
Wilayah/ Kepala Seksi
Wilayah / Staf Seriior < Kepala Seksi KSDA Wilayah / Staf Senior 3
Kepala KPHK Kepala KPHK
Kepala Resort (minimal 2 resort);

Tenaga Administrasi (minimal 2 orang per KPHK);
Tenaga Lapangan * (minimal 5 orang per resort).

“dapal terdiri atas unsur PNS maupun tenaga kortrak yang divlamakan berasal dan masyarakol selempal dnluk
kabutuhar pengamanan, survel lumbuhan dan satwa, pemberdayaan masyarakal (komposisi SOM disesuaikan
dengan kebutuhan)
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CONTOH STRUKTUR KPHK DANGKU BENTAYAN SUMSEL
( SK. Kepala Balai KSDA Sumsal No. SK_ 03/IV-K.7/20168 tanggal4 Januari 2016)

KEPALA BALAI KSDA SUMSEL
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Arahan Penataan Blok

* Blok disusun sesuai fungsi KK masing-masing;
* Bagi yang sudah menyusun dapat melakukan review bila diperlukan;
* Prosedur penyusunan sesuai dengan peraturan berlaku.

Arahan Penyusunan RP

SEKIAN TERIMA KASIH

Prasedur penyusunan sesual dengan peraturan berlaku.

SUDAH SEMUA SEBAGIAN
1 Sudah 2 Belum
Tunggu masa RP "
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St eview selesalreview
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lustrasi KPHK dengan 3 KK
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